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ABSTRACT 

Strengthening social institutions and empowering women are important 

aspects in the development of a more inclusive village. This research aims to find 

out the role of the village government in strengthening and empowering women, 

identifying the obstacles faced, and finding out the solutions implemented. This 

research uses a social fact paradigm based on functional structural theory, 

empowerment theory, and role theory. This study uses a qualitative method with a 

descriptive approach through interviews, observations, and documentation of 

informants who were selected purposively. The results of the study show that the 

Pucung Village Government plays a role as a facilitator, mover, and opener of 

participation spaces through program support, mentoring and training for social 

institutions of PKK, KWT, Posyandu, Youth Organizations, MSME Groups, and Arts 

Groups. In addition, it involves women in development activities, including those 

related to land aspects. The obstacles faced include women's participation that is 

not optimal, domestic burdens, empowerment programs that are still in the 

development stage, and adjustments to programs to the needs of the community, 

especially women. Efforts to solve these obstacles are carried out through a 

persuasive approach, strengthening cooperation with various parties, continuous 

training and mentoring, and regeneration of women's institutions. Overall, 

strengthening social institutions supported by the active role of the village 

apparatus is able to increase women's participation and capacity, although it still 

requires continuous strengthening to achieve more optimal empowerment. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehidupan masyarakat kalurahan dipengaruhi oleh keberadaan 

kelembagaan sosial yang menjadi wadah partisipasi warga dalam berbagai 

kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang 

memiliki status hukum resmi, dengan batasan wilayah yang jelas, dan diberi 

kewenangan untuk mengelola serta menangani urusan pemerintahan, serta 

kepentingan warga setempat (UU No. 6 Tahun 2014:Pasal 1). Dalam konteks 

keistimewaan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya 

Kabupaten Gunungkidul, penyebutan desa menjadi kalurahan dan kecamatan 

menjadi kapanewon sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Kapanewon. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 merinci bentuk 

kelembagaan sosial di desa, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga 

(RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, 

Posyandu, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang berperan 

sebagai penghubung antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam 

pelaksanaan berbagai program pembangunan dan kemasyarakatan 

(Permendagri No 18 Tahun 2018:Pasal 6). Berjalannya kelembagaan sosial 

tersebut dipengaruhi oleh peran pemerintah kalurahan agar lembaga-lembaga 

sosial dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Perempuan sering dipandang sebagai kelompok yang rendah posisinya 

dan masih mengalami ketidakadilan hak dengan laki-laki (Firdaus dkk., 

2024:158). Ketidaksetaraan hak menjadi tantangan bagi perempuan untuk 

mengakses sumber daya produktif. Untuk mengatasi kondisi ini perlu adanya 

program pemberdayaan perempuan. Kalurahan Pucung memberdayakan 

perempuan melalui kelembagaan sosial masyarakat. PKK dan Karang Taruna 

menjadi penggerak sosial yang didukung oleh Pemerintah Kalurahan Pucung 
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secara langsung (Dinas Sosial Gunungkidul, 2025). Selain itu, terdapat 

kelembagaan sosial Kelompok Wanita Tani (KWT), Posyandu, Kelompok 

UMKM, serta Kelompok Seni dan Budaya.  

Pemberdayaan perempuan di Kalurahan Pucung juga terlihat dalam 

kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), di 

mana ibu-ibu mengolah singkong, sebagai potensi lokal, menjadi berbagai 

produk makanan ringan untuk menopang ekonomi keluarga dan masyarakat 

(Pemerintah Kalurahan Pucung, https://desapucung.gunungkidulkab.go.id/ ). 

Namun, berdasarkan literatur dari Firdaus dkk (2024:172), partisipasi 

perempuan di tingkat lokal sering menghadapi tantangan seperti akses 

terbatas terhadap sumber daya, sehingga kebutuhan untuk mengkaji peran 

pemerintah kalurahan dalam penguatan kelembagaan sosial dan 

pemberdayaan perempuan menjadi penting. 

Penguatan kelembagaan sosial dan pemberdayaan perempuan berkaitan 

dengan bidang pertanahan karena penyelenggaraan pertanahan memerlukan 

partisipasi aktif masyarakat, termasuk perempuan, dalam berbagai kegiatan. 

Kegiatan tersebut meliputi pengelolaan, pemanfaatan, dan pengambilan 

keputusan mengenai sumber daya pertanahan di tingkat kalurahan. 

Kelembagaan sosial memberikan ruang bagi perempuan untuk meningkatkan 

kapasitas, menyampaikan aspirasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan 

pembangunan (Lutviantika & Prihatmoko, 2023:54). Penguatan kelembagaan 

sosial diharapkan mampu menciptakan ruang partisipasi yang inklusif 

sehingga perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam kegiatan 

pembangunan dan penyelenggaraan pertanahan. Dengan demikian, peneliti 

tertarik melaksanakan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah 

Kalurahan dalam Penguatan Kelembagaan Sosial dan Pemberdayaan 

Perempuan (Studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, 

Kabupaten Gunungkidul)”. 

 

https://desapucung.gunungkidulkab.go.id/
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka didapatkan perumusan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana peran Pemerintah Kalurahan Pucung dalam penguatan 

kelembagaan sosial dan pemberdayaan perempuan? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam upaya penguatan kelembagaan sosial 

dan pemberdayaan perempuan? 

3. Apa solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Pucung dalam 

mengatasi kendala yang dihadapi pada penguatan kelembagaan sosial 

dan pemberdayaan perempuan? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini menetapkan 

beberapa tujuan sebagai berikut. 

a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kalurahan Pucung dalam 

penguatan kelembagaan sosial dan pemberdayaan perempuan. 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses 

penguatan kelembagaan sosial dan pemberdayaan perempuan 

terkait aspek pertanahan di Kalurahan Pucung. 

c. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kalurahan Pucung dalam mengatasi kendala yang ada. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak terkait pengembangan peran pemerintah kalurahan dalam 

penguatan kelembagaan sosial dan pemberdayaan perempuan. 

a. Bagi Kementerian ATR/BPN 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program 

pemberdayaan perempuan melaui kelembagaan sosial yang 

berkaitan dengan aspek pertanahan di tingkat kalurahan. 
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b. Bagi Pemerintah Kalurahan 

Sebagai bahan evaluasi dalam merancang program 

pemberdayaan perempuan yang lebih terstruktur dan 

mengembangkan kelembagaan sosial yang melemah. 

c. Bagi Politeknik Agraria STPN 

Sebagai pengetahuan civitas akademika Politeknik Agraria STPN 

tentang peran pemerintah kalurahan dalam penguatan 

kelembagaan sosial dan pemberdayaan perempuan. 

d. Bagi Peneliti 

Sebagai syarat kelulusan Program Studi Diploma IV Pertanahan 

sekaligus sarana untuk menambah wawasan, pengalaman, dan 

kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian Peran 

Pemerintah Kalurahan dalam Penguatan Kelembagaan Sosial dan 

Pemberdayaan Perempuan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pemerintah Kalurahan Pucung memiliki tanggung jawab dalam 

memperkuat lembaga sosial dan memberdayakan perempuan melalui 

peran sebagai fasilitator, penggerak, dan pembuka ruang partisipasi. 

Peran sebagai fasilitator diwujudkan melalui pemberian dukungan 

kepada kelembagaan sosial, pelaksanaan program pertanahan seperti 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta kerja sama 

dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dan Politeknik 

Agraria STPN dalam kegiatan inventarisasi dan validasi data 

pertanahan, pengolahan data, serta pelaksanaan kegiatan lapangan. 

Peran sebagai penggerak diwujudkan melalui dorongan kepada 

masyarakat untuk aktif dalam kelembagaan sosial dan pemanfaatan 

sumber daya pertanahan secara produktif. Sementara itu, pembuka 

ruang partisipasi diwujudkan melalui musyawarah, forum 

pembangunan, serta pelibatan perempuan dalam berbagai kegiatan 

kemasyarakatan dan pembangunan kalurahan. 

2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kalurahan Pucung dalam penguatan 

kelembagaan sosial dan pemberdayaan perempuan yaitu masih 

rendahnya partisipasi perempuan dalam menyampaikan usulan dan 

aspirasi pada forum formal, rendahnya rasa percaya diri perempuan 

untuk terlibat dalam kegiatan di tingkat kalurahan, beban domestik 

yang masih melekat pada perempuan sehingga memengaruhi 

keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, adanya perbedaan pandangan 

dan kepentingan masyarakat dalam proses perencanaan maupun 

pelaksanaan kegiatan, serta kendala administrasi pertanahan yang 

berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah melalui pewarisan, 

khususnya ketika ahli waris berdomisili di luar daerah sehingga 

memperlambat proses administrasi pertanahan. Selain itu, 
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keberlanjutan beberapa kegiatan kelembagaan sosial juga masih 

dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, dukungan program, dan 

tingkat kemandirian kelompok masyarakat. 

3. Solusi yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Pucung dalam mengatasi 

kendala tersebut dilakukan melalui peningkatan pendekatan persuasif 

kepada perempuan, optimalisasi kerja sama dengan berbagai 

stakeholder, pelaksanaan pelatihan, pendampingan, dan dukungan 

program, pembangunan komitmen dan regenerasi kelembagaan 

perempuan, serta penguatan pemahaman masyarakat mengenai 

administrasi dan kepemilikan hak atas tanah melalui sosialisasi. Upaya 

tersebut dilakukan agar meningkatkan kapasitas dan partisipasi 

perempuan, serta mendukung pemanfaatan sumber daya pertanahan 

secara berkelanjutan.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kalurahan Pucung masih 

perlu meningkatkan pendampingan terhadap kelembagaan sosial perempuan 

secara berkelanjutan. Perangkat Kalurahan Pucung bisa mebentuk keberanian 

masyarakat perempuan dalam berpendapat. Hal itu bisa dilakukan dengan 

cara aktif mengikusertakan para perempuan secara bergantian dalam 

pengambilan keputusan di tingkat kalurahan maupun padukuhan. Pemerintah 

kalurahan juga harus melakukan perluasan pelatihan dan pendampingan yang 

berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pertanahan, serta memperkuat 

kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, Politeknik 

Agraria STPN, dan instansi terkait dalam mendukung kegiatan pertanahan 

dan pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan. 

Perempuan di Kalurahan Pucung diharapkan lebih aktif memanfaatkan 

ruang partisipasi yang telah disediakan oleh pemerintah kalurahan melalui 

musyawarah, kegiatan kelembagaan sosial, maupun berbagai program 

pemberdayaan. Partisipasi aktif tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan perempuan dalam menyampaikan aspirasi, berkontribusi dalam 
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pembangunan, serta memperkuat peran mereka dalam kehidupan 

bermasyarakat. Selain itu, perempuan juga diharapkan meningkatkan 

pemahaman mengenai administrasi pertanahan, kepemilikan hak atas tanah, 

serta pemanfaatan sumber daya pertanahan agar mampu mengelola dan 

memanfaatkan tanah secara optimal, produktif, dan berkelanjutan.  

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dampak program 

pemberdayaan perempuan terhadap peningkatan kapasitas, kemandirian, 

partisipasi perempuan, serta kepastian hak atas tanah perempuan. Penelitian 

tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan kondisi perempuan 

sebelum dan sesudah mengikuti program pemberdayaan sehingga perubahan 

yang terjadi dapat dianalisis secara lebih komprehensif. Hasil penelitian 

diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pemberdayaan perempuan 

dalam perspektif pertanahan sekaligus menjadi bahan evaluasi dan masukan 

bagi pemerintah kalurahan, Kantor Pertanahan, maupun pihak-pihak yang 

terlibat dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat. 
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Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 

Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak. 
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Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


